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Dua Bentuk Penyampaian Bantuan Teknis Hukum
(judicial assistance) antar Pengadilan Lintas Yurisdiksi Negara

e surat permintaan dari negara lain untuk mendapatkan bantuan
S ur at teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak
terbatas pada bantuan mencari atau mengidentifikasi orang,
. mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti,
RO gatO I'l memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat
bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan

e nyamp alan bantuan untuk menyampaikan dokumen termasuk namun tidak

terbatas pada gugatan perdata, surat panggilan sidang perkara

D k perdata, surat pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya
0],48000(S3 0 hukum, surat pernyataan pemeriksaan berkas, putusan atau
penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta, dan dokumen

Pe radllan keperdataan lainnya.
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Landasan Hukum Penyampaian Bantuan Teknis Hukum ?
(judicial assistance) antar Pengadilan Lintas Yurisdiksi Negara

Y

Azas Hukum dalam Hubungan Internasional
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_ «par in parém non hak
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sebuah negara berdaulat tidak dapat menggunakan

yurisdiksi atas negara berdaulat lainnya
&




Konvensi Internasional tentang Penyampaian

\._ _/ Bantuan Teknis Hukum (judicial assistance)

Bagi negara yang menjadi pihak atau yang
telah mengaksesi konvensi tersebut, dapat
menyampaikan = permohonan  bantuan
hukum (legal assistance) secara langsung
dari pengadilan satu negara ke pengadilan

of Legalisation for foreign
Public Documents (1961) negara yang lain melalui central authority
(CA) yang ditunjuk oleh masing-masing

* Hague Service Convention diotom atik()tanl’a melalui  protokol

(1965); dan : -

° Hague EVIdence COnventIOn Indonesia bukan negara pihak dan juga belum

( 1 970 ) melakukan aksesi terhadap tiga konvensi tersebut,
sehingga mekamsme ini TIDAK BISA DILAKUKAN

* Hague Convention
Abolishing the Requirement




Optional Protocols ( 24 April 1963), yang telah diratifikasi oleh Indonesia
melalu Undang-Undang No. 1 tahun 1982.

Menurut Pasal 5 huruf (j) Konvensi
Wina 1963 tersebut, aktivitas
meneruskan dokumen pengadilan
dari satu negara ke negara lain
adalah salah satu dari tugas
konsuler.

Indonesia sebagai negara yang tidak menjadi
pihak dalam Hague Convention, untuk
menyampaikan dokumen pengadilan kepada
pihak yang berada di luar negeri merujuk
pada Konvensi Wina, yaitu menggunakan
jalur Konsuler/Diplomatik (Kementerian
Luar Negeri)




Perjanjian Bilateral untuk penanganan bantuan

hukum timbal balik dalam perkara perdata

Indonesia dan Thailand telah memiliki Perjanjian S

Kerjasama Yudisial (Agreement on Judicial co- i

Operation) yang ditandatangani pada tanggal 3 e m’“’”‘;ﬂ ‘: THALLAND

Maret 1978. o " TaME REPUBLIC OP IKDOESTA

Telah disahkan dengan Keppres Nomor 6 Tahun e e e Bhgi i

1978 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN R i s e a;l..n:?z:;n :z:zm
KERJASAMA DI BIDANG PERADILAN ANTARA R e s P
REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN R eyt -
THAILAND", YANG TELAH DITANDATANGANI DI . - =% oy 1 <
BANGKOK OLEH DELEGASI PEMERINTAH FAmeRe o ““f’“‘"” REZ":ICC“/M;A
REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI e Wg@« Bostes e

S PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND, PADA e
TANGGAL 8 MARET 1978, : <

CR JULCICTAL CO-DPRERATT on




Beberapa Aturan dan Peraturan Perundang-

Undangan Republik Indonesia

 Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974
“Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada
Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan
tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

« Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia,
Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan
surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar
Negeri Republik Indonesia.

(2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan
gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.

Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakul




Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kementerian
Luar Negeri terkait Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah

Perdata

Nota Kesepahaman MA

dan Kemlu

Perjanjian Kerjasama
Antara MA dan Kemlu

Perjanjian Kerjasama
antara MA dan Kemlu

Perjanjian Kerjasama
antara MA dan Kemlu

Perjanjian Kerjasama
antara MA dan Kemlu

Perjanjian Kerjasama
antara MA dan Kemlu

Penanganan Permintaan Bantuan Teknis

Hukum dalam Masalah Perdata

Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan
Penyampaian Dokumen Peradilan dalam
Masalah Perdata

Standardisasi
Penyampaian
Masalah Perdata

Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen
Peradilan dalam Masalah Perdata

Surat Rogatori dan Surat
Dokumen Peradilan dalam

Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian
Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata
dari Pengadilan Asing

Prosedur Operasional Standar Penanganan
Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam
Masalah Perdata

01/NK/MA/2/2018 -
PRJ/HI/102/02/2018/01 tanggal
Februari 2018

03/PK/MA/2/2018 -
PRJ/HI/103/02/2018/01  tanggal 20
Februari 2018

04/PK/MA/2/2018 -
PRJ/HI/104/02/2018/01 tanggal 20
Februari 2018

PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 - Nomor
443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20
Februari 2019

PRJ/HI/00410/02/2019/55/08 — Nomor
442 /HM.01.1/2/2019 tanggal 20
Februari 2019

PRJ/HI/00410/02/2019/55/08 -
Nomor 442/HM.01.1/2/2019 tanggal 20
Februari 2019 -



Petunjuk Teknis Yang Dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah

Agung

PANITERA '\IAIH\AMAH AGUNG RI
Satan Medan Ul-‘\-u e 'L.J'M MGA 0350 MasTea

Nomor 2 1747/PAN/HK.01/8/2018 B8 Agustus 2018

e Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor e | SR
1747 /PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 ... —~— """
tentang Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan = N S e

Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan B 2 AT e

D¢ Seluruh Indonesia
20 Februari 2018 tentang Penanganan Permintasn Bantuan Teknis Hukum datam Masalah
Perdata beserta 3 (tiga) Perjanian Kerjasama (PKS) yang berkaitan, sebagai berikut:

dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di I S S e s S .
Luar Negeri

a. Surat pengantar permintaan penyampeasan dokumen peradian dalam masalan

* Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor o
1132/PAN/HK.01/4 /2019 tanggal 24 April 2019 e ., H—
tentang Prosedur Penanganan Bantuan e i el
Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah :‘wmwmmmwm%mmmﬁm

Agung yang. diwakili oleh Ponitera Mahkama Agung peda tanggal

Nl Kami sampalkan prosscour pena rv;anan bentuan penyampeian dolumen

:)engaan dalam masalah perdats dari pengadilan asing, sebagal bersat:

Perdata dari Pengadilan Asing e e s e W&mfmmﬁmm

sebagy Duktl tanda u:fi
dokumnen akan @Mmmmmmdd(mmmmmwm
¥erjasams sntam NMementerian Lu r Neg=i dangan Mahkamah Agung
Nomoe PRI/ /0041 1/02/2019/S5/08 — h\‘:rnor A43/HM.01.1/2/2019 tangget 20
Fobruan S tontang Standacdisssl Bukt! Pererimasn Dciu.rna'\ Peraditan dalam
M:wﬁ:—ml«»«' pengadilan asing tefah melampirkan bukti penerimaanmys
sere




Conclusio
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Mekanisme penyampatan Rokumen Penga
Tndonesia ke Liax Negeriharus mengikuti
prosedur AN0) " d\lscpaﬂ dalam Nota
Kesepahaman dan Periavnjian KerjaSama

antara Kementerian Lingr Negerindan
Mahkamah Agung




DINAMIKA PERJALANAN PENGATURAN PROSEDUR PENYAMPAIAN
DOKUMEN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BAGI PIHAK BERPERKARA DI
LUAR NEGERI

Panitera MA menerbitkan Surat

Nota Kepahaman tentang _ Nota Kepahaman tentang Perjanjian Kerjasama Nomor 1747 /PAN/HK.01/8/2018
Penanganan Surat Rogatori dan Penanganan Permintaan Kepaniteraan MA dengan tanggal 8 Agustus 2018 tentang
Permintaan Bantuan Penyampaian Bantuan Teknis Hukum PT BNI Syariah dengan PT

Prosedur Penyampaian Surat
Rogatori dan Surat Bantuan
Penyampaian Dokumen
Pengadilan dalam Masalah Perdata
bagi Pihak Berperkara di Luar
Negeri

Dokumen Dalam Masalah Perdata dalam Masalah Perdata, 3 Pos Indonesia
dari Pengadilan Negara Asing kepada Perjanjian Kerjasama dan 1

. Pengadilan di Indonesia dan dari Keputusan Bersama

Pengadilan Indonesia ke Pengadilan
Negara Asing



DINAMIKA PERJALANAN PENGATURAN PROSEDUR PENYAMPAIAN
DOKUMEN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BAGI PIHAK BERPERKARA DI
LUAR NEGERI
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Ketua Mahkamah Agung dan Wakil
Menteri Luar Negeri Melakukan
Kick Off Prosedur Baru

Prosedur Baru Penyampaian
Dokumen
Panggilan/Pemberitahuan Pihak
Berperkara di Luar Negeri

Panitera MA dan Dirjen HPI Panitera MA menerbitkan
Melakukan Penandatanganan Surat Nomor

Perjanjian Kerjasama ... /PAN/HK.01/4/2019
Pengiriman Surat Rogatori dan tanggal ... April 2019tentang

Prosedur Penanganan Bantuan
Penyampaian Dokumen
Pengadilan dalam Masalah
Perdata dari Pengadilan Asing

Penyampaian Dokumen
Peradilan dalam Masalah
Perdata dari Pengadilan Asing
dan 2 PKS Lainnnya

mahkamaohagung.goid
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Perbandingan Nota Kesepahaman MA - Kemlu
Tahun 2013 dan 2018

2013 PAOKRS

e ditandatangani oleh Panitera Mahkamah e ditandatangani oleh Ketua Mahkamah
Agung dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Agung dan Menteri Luar Negeri
Internasional Kemenlu RI. e Dokumen Nota Kesepahaman tersebut

e Dokumen Nota Kesepahaman tersebut diberi nama “Nota Kepahaman tentang
diberi nama :“ Nota Kepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
Penanganan Surat Rogatori dan Hukum dalam Masalah Perdata”
Permintaan Bantuan Penyampaian e Selain Nota Kesepahaman, kedua
Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pimpinan Lembaga tersebut juga
Pengadilan Negara Asing kepada menandatangani 3 (tiga) Perjanjian Kerja
Pengadilan di Indonesia dan dari Sama dan 1(satu) Surat Keputusan
Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Bersama.

Negara Asing”




Perbedaan Prosedur dalam Nota Kesepahaman' >

1 Mekanisme Pengiriman
Surat

2 Standar Dokumen

3 Biaya Penyampaian
Dokumen

2013 - 2018

Surat ditujukan kepada
Kementerian Luar Negeri
Tidak diatur standar dokumen

Pihak Berperkara hanya
menanggung biaya penyampaian
dokumen dari kantor
pengadilan ke Kementerian Luar
Negeri

Biaya pengiriman dokumen dari
Kementerian Luar Negeri ke
luar negeri dibiayai oleh
anggaran Kemlu

Surat ditujukan kepada Panitera
Mahkamah Agung
Permintaan bantuan teknis hukum harus

menggunakan standar dokumen

- Pihak berperkara menanggung seluruh
biaya penyampaian dokumen, meliputi:

- Pengiriman dokumen dari pengadilan
ke Jakarta (PP)

- Pengiriman dokumen dari Jakarta ke

Kantor Perwakilan (PP)

Pengiriman dokumen dari kantor

Perwakilan ke alamat pihak di luar

negeri.




Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum
(judicial assistance) dari Pengadilan Indonesia kepada

Pengadilan Asing Berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian
Kerjasama antara Ketua MA dan Menlu tanggal 20 Februari 2018




Alur Pengiriman Penyampaian Dokumen

- KEMLU )

]»[ ]’ «  Pihak Tertuju WHNA - DRt Hukum dan Perjanjian
PENGADILAN MAHKAMAM Sosbud, Digen Hukum dan
DI INDONESIA AGUNG Perjanian Internasional
« « « PihakTetupu VNI - Dt Konsuler, Ditgen

\_ Protokol dan Konsuler j

$ 13

PERWANILAN RI DI NEGARA SETEMPAT
sesunl ketentuan di negara setempat

i g I

SETENAT
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1. Surat Pengantar permintaan bantuan teknis hukum ditujukan kepada
Panitera Mahkamah Agung RI (Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman),
dengan ketentuan:

* Menjelaskan status kewarganegaraan pihak yang akan dipanggil/diberitahukan;
* Menyertakan bukti pembayaran biaya penyampaian dokumen yang disetorkan melalui rekening virtual;

* Alamat pihak yang dituju harus lengkap, untuk negara tertentu (misalnya Saudi Arabia) harus memuat
PO BOX dan nomor telpon;

* Surat Pengantar kepada Panitera Mahkamah Agung tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris/
Bahasa Asing

* Alamat Pengiriman Surat ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung dengan alamat sebagai berikut:

Kepada

Yth. Panitera Mahkamah Agung
Republik Indonesia

PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

* Dalam sampul amplop ditulis nomor Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan Mahkamah Ag
dengan PT Pos Indonesia sebagai berikut:

1 Nomor 1697 /PAN/HM.01.1/7/2018
Nomor PKS.168 DIR-5 078




Prosedur Pengiriman Surat

e Surat ditujukan langsung kepada Panitera MA melalui PO BOX 913 Jakarta
Pusat -

 Pada Amplop Surat Ditulis Nomor PKS MA dan PT Pos Indonesia «===---- :

» Pembayaran atas jasa layanan PT Pos dilakukan oleh Kepaniteraan MA :
L P = LI L =N = y- 4 > .

PENGADILAN AGAMA BADUNG Nomor 1697 /PAN/HM.01.1/7/2018 <_._
. Nomor PKS.168/DIR-5/0718

Nomor : W23.A4/784/HT.01.08/V1/2018

Kepada
Yth. Panitera Mahkamah Agung
Republik Indonesia

PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

ggggggggggg



2. Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah
perdata ke pengadilan asing harus memenuhi ketentuan yang
dipersyaratkan oleh Negara tujuan ( Pasal 5 ayat (2) Nota
Kesepahaman):

 Dokumen pengadilan yang disertakan, misalnya surat gugatan,
memori banding, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa
Inggris/Bahasa Negara Setempat, oleh penerjemah tersumpah;

 Penyampaian Relaas Panggilan/Pemberitahuan menggunakan form
PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN (REQUEST FOR INTERNATIONAL
JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)

* Penyampaian Surat Rogatori menggunakan form PERMOHONAN
BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL (LETTER OF ROGATORY)

 Harus memperhatikan jangka waktu yang ditentukan oleh Negarz

mahkamaohagung.goid




Form Standar Yang Digunakan Untuk Bantuan Penyampaian
Panggilan/Pemberitahuan

Cl
FERMOHOMAN BANTUAN HUKUM INTERMA SIDNAL PELAYANAN PENYAMPALAN DOKUMEN This undersigned Coun Ras the honor 1o iransmil 1he atiached document, and requests prompt Serdoe of proesss
ez IR | T HMAMA PARS PRE&N 2 'S0 ko HARA ALIAS
[REQUEST FOR INTERMATIONAL JUDNCTIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS) o the Raspondant (namae eisabrownes | -
2t thez address located al: [ALARAT PARES FIHAK]

m ICT COURT O COLTT Ll AT FPaopedian peang hamanoda fanges o cawsbh ni d=ngan e ATTEaTEn d=riamal gan mEmMoAGHRE

NGCADILAN (MEGERKAGAMA] nFamEeTan dJokovmen ferdsmandr dengar fepal wakdy hepaces FARS FIHARK Fiama Pama Pliad
[AEAMAT FENGADILAM] ) A5 [TWavme Aiss Sars PRakl_ vany baaycmisi of PALALLAT FARS FIFHART

This undersprded Cour furdhar requests 1 acknedoiw edps receipl of document signed oy the Respondent bo b
ol o the neanest EmbassyConsulate GenerabConsdale of the Republc of indomesia in ihe respecive couning
I case of Taisan, o indonesian Boonomic and Trade Offos i Tapsd L at e earlest possibbe
gn:-.':-_;'.:-t:l.'i|'.|'1 jang bereands fangen of beaah b omemohon dsnds SolTl pensrimasn dolomen peng defaft
RESPOMDER T TERCGULAT Sranoatangany el SARA  PMHAM wntuk dapar dikinmian FEmbal depade  Maditssn  Becscionsoa

Gl (I RO O ESIAN CITIZEM! FOMENSM CITIEEN)
Ve nceralRons Ll Ranubil Nocrests ferdiakad of nepen sefermped fdalsw fal Takvan fepags Kantor Cagang oan

FETIMOMNERIPENGGELUEAT:

Shonomi indon=sha of Tapeil, s=cepadnya.

CASE MU W BEANOWOR
REQUEST FOR INTERHATIOHAL JUDICIAL ASSISTANCE PEAHARA i

FOR SERVICE OF PROCESS IM ___ [NAMA HEGARA] HIE1 i sl THENE SIGMATUHE OF BAILIEES
EHARMA, TAHDW TANGAM JURLU 2ITA]

PERMOHONAN SANTUAN HUMUM INTERNASIONAL FELAYANAN
FENTAMPAAN DOMUMEN OV MAMA NEGARA]

SR | S n NN ]S M R BT SR PR R R
IHDONE 814, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN [MHaMa KOTA DAN NEGARA
B EING] IN REGARD TO THE 3ERVICE OF PROCESS N [MAMA DAERAHTEMEAT
DOMISILI TERGUGAT]

T oma—— Form Standar dapat diunduh di link sbb:

et 1 e e UG SR T f e py e e s re http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR
A Ko7 0t NE2ARA ASIHSL_ a mamanen e o meSnal o mensameava %20SURAT%20PERMOHONAN%20BANTUAN%20
e o o S HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20PENYAMPAI

B memingen Tequran AN%20DOKUMEN.doc

B Count Summond Pemengaian Sosng ondosds fanggal

B Court VerdichiFemberfatuan AsT Patusan o OiheriLainnyar

B Motice of AppealFEmberratuan Fermohonan Sanding

B Motice of Appeal MemonSeny LT T Emnging

B Hoilkce of CassalionPembentahuan Permodooes Kasas! [clcase cheock ~ on fhis KEnd of rbgucst
B Motkce of Cassaton MemonFenyampsian o [arerern ||

Masaz! [BERL TAMOA " LINTLIE |



http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR%20SURAT%20PERMOHONAN%20BANTUAN%20HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20PENYAMPAIAN%20DOKUMEN.doc
http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR%20SURAT%20PERMOHONAN%20BANTUAN%20HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20PENYAMPAIAN%20DOKUMEN.doc

1 1 12 14 1&g 1 8 11 112 114 1 1E 1 B 18
e O N B
PERMOHOMAN BANTUAN ROGATORI INTERMA SIOMAL The peiftcn was filed by (NAMA PENGGUGAT], as Petdoner. aganst _ {MNARMA
TERGLNGAT] , Respondent, in case number fMiz pariana)
[LETTER OF RROGEATORY) Sugatan diajukan ciizh IHERA FEMGGUGAT) sehaga Penggugal el aman (HARMA TERGUGAT
== =TT sobagad Tergugal, dalam kasus Mo,
DISTRICT COURT STEMELL PEVCION AN
EENGADILAM [hIEGEH.IIAE‘iAHI.ﬂu] This Courd has Tthe honor o iransmi The afiachsed documaent, and negueesis promplt sendoe ol DrooEss
hazreol o FResponotend [ (MARA TEFRGUGAT] _ LALLASE, ot the csddress looated ab: 481 ARAT
TERGLIGATT.
(ALAMAT PEMGADILAM)
Foengadlan demgan hormal senyampakan  dosamen lerangdn,  dan layanan p
Seradian seccpainga  ernadap Torgugad | (MARG TERGUGAT) yang Deralamal o 18 L AT
PFEMMTIORE LYW ERGTUCAT TERGLUGAT] B
R EEP OO T TEMB AT This Cour fudher fequesis (e approptiate jsdokd aothorby of i provide @il nelaied
I Aedl 1 IMDL 4 CITIZEN! FOREIGH CITLEEH] Ao umants resuled fom the execution of the abosementonad request
Fangasd lan salanjuinga memchon obcr Bacs pengadi b bersenang di [T T By B B T T TTE
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE oM THE | 0 L ey 1 sokuman lerai yang menpakan hasl dan pelassanaan pearmononan lersebut
SERVICE OF PROCE S5 ROGATORY LETTER
Ik [H&ka NEGASRA) This Coun requests the sad doocomenis b be Senl 30 e nearest EmbassyiConsulate GeneradConsulaie
off the: Repubd ool Ind i@ it clbee oty O case of Talean. iz Indonesan Ecoromic ard Trads O
PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNA SIONAL PELAYANAMN N ——
FEHNYAMPAIAN SURAT ROGATORI
o HaMA NEGARA
— | S Fongad lan maenmohon agar dokumen Sersetan daead di ] epseda K E- LT
lenderavHonsuylad Repubdis Indones i lerdesal di negara setempat (dafam hal Tawan, kepada Kanor Dagang darg
- o e o TR TR . T P |:| Ekaonomi Indonesda di Talpel], Seoopatndga.
THE APPROFRIATE JUDICIAL AUTHORITY 1IN (HAaMA HEGARS ASIMGL. 1M
REGARD TO THE SERVICE OF PROCE 25 [N MAMA DAERAHTEMPAT DMISILL -
ol n Magara
This Coutl presents (s compimenis to ihe aperopraie judicial aunorty of THARLA KOTA DK e
MEGARA SSMMEER.  and requeses Tor inlernatonal judcial ass stanoe inthe imerest of jusice, as folkws THAME, SIGMATURE GOF BAILIFE)
Fengadlan menyampakan penghangaan mepsaeda obor las pengad lan yang bersenang di _ [Plafio KO CHERAR, T A MW, T AR A JURL ST A1 -
DAl ME GaRS BSEIMG daan mreEmesteon hamiuan hokamn nbernasional berkoo, olas mansa e kbens
e oF LA T B meoran e e aan Sass T LD
Ol Feton for Sototing of Person’ ESLDabenaD. Ldeuikas Orang . . . .
O = af Evience(zls Famchonan lat Buks Form Standar dapat diunduh pada link sebagai berikut:

D ey SeSatEndenha f http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR%20SURAT%20PERMO
HONAN%20BANTUAN%20HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20LAINNYA. 3fe
e doc



http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR%20SURAT%20PERMOHONAN%20BANTUAN%20HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20LAINNYA.doc
http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR%20SURAT%20PERMOHONAN%20BANTUAN%20HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20LAINNYA.doc

Petugas pada Kantor
Perwakilan RI di Luar Negeri
akan membuat tanda bukti
penerimaan dokumen
permintaan bantuan teknis
hukum dari Pengadilan
Indonesia menggunakan
format yang telah disepakati
dalam Perjanjian Kerjasama
tanggal 20 Februari 2019
antara Dirjen HPI dengan
Panitera MA

FORMAT STANDAR EUHTI PENERIMAAN PENTAMPAIAN DOHUMEN
FPERADILAN DARI PENGADILAN ASING

COURT
(BURII FENERIMAAX DOKUMEN FERADILAN DARI FENCADILAN ASIFG)

IWCHNOWLEDGMENT RECEIFT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM FDR[IGNI

DOCUMENT: |[MENYATAFAN TELAN MENERIMA (TARGCAL . e
DOEUMEN FENCADILAN):

LETTEER NUMBER (FOMCR EURAT)

FROM TAR]

CASE RUMEER (MOMOR FERFEARA|

1N LEGAL CASE |[DALAMN FEREARA HUKURL
EETWEEN [ANTARA| v, |MELAWAN

ADRESSED TO (DILUURAN  EEFAD4)
ADDRES3EE'S/
RECEIVER'E
FULL HAME AND
PIFAK TERTTIU, FENERINAE ' EIGNATURE
[CAMA LERGEAF DAN
TANTA TANGAK
FIHAK TERTUZUY
PENERIMA)

BAILIFF'E NOTE [CATATAN JURT 2ITA

TAHGAN JURW




3. Biaya penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata ke(, ir
pengadilan asing menjadi beban pihak Penggugat (Pasal 8 ayat 2
Nota Kesepahaman):

Pihak berperkara (Penggugat) menanggung seluruh biaya penyampaian dokumen,
meliputi:

- Pengiriman dokumen dari pengadilan ke MA (PP)

- Pengiriman dokumen dari MA pengadilan ke Kemlu (PP)

- Pengiriman dokumen dari Jakarta ke Kantor Perwakilan (PP)

- Pengiriman dokumen dari kantor Perwakilan ke alamat pihak di luar negeri.

- Mahkamah Agung telah menyiapkan aplikasi untuk menghitung biaya penyampaian
dokumen yang dapat diakses pada aplikasi Direktori Putusan

- Penyetoran biaya penyampaian dokumen dilakukan melalui rekening virtual;

- Mahkamah Agung telah menyiapkan aplikasi untuk membuat rekening virtual pada
Direktori Putusan Mahkamah Agung

- Pengadilan tidak perlu membayar biaya kirim dokumen ke PT. Pos. Pembayarag
dilakukan secara terpusat oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung




Alur Penanganan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen ke Luar Negeri

Beranda Pertama Banding KasasiPK Umum  Aninan Master Pengatwran Laporan  Profle  Manual  Logout
Direktori Putusan - VA Rogatori Online administrator

Taksiran Biaya Pengiriman Dokumen (Panggilan/Pemberitahuan)

Kabupaten/Kota Satker : Negara Tujuan : ‘

Dilih KakenationKais Dk Mamars T,
ot fabupaieEN'RGid — v 2 i =

= — NEJadrz fusuan —

(50
|

,,,,,,

.....

* Petugas Pengadilan menaksir biaya
pemanggilan ke luar negeri menggunakan

aplikasi pada Direktori Putusan ketika
menaksir panjar biaya perkara

Mahkamah Aacauna
REPUDIIK INAoricsia

mahkamohagung.goid
r v -
y —

Tpem - —
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* Petugas Pengadilan membuat rekening
virtual untuk membayarkan biaya sesuai
taksiran pada aplikasi
Menyertakan bukti penyetoran dalam
berkas permintaan bantuan panggilan
yang ditujukan ke Panitera MA

l Beranda  Pertama

Direktori Putusan - VA Rogatori Online

Master  Pengaturan  Laporan

Manual  Logout

administrator

Form Isian Virtual Account

Nama Pihak :

[ ]
It

Kedudukan Pihak dalam persidangan (sebagai):

]
o

Negara Tujuan :

@ - Pilih Negara -

Alamat Email :

E]

Nomor Telepon :

L

Dokumen Surat:

Tanggal Permohonan :

Nomor Perkara :
b

Nomor Surat :
L

Jenis Surat:

 Panggilan v

Jenis Pembayaran ;

= |Panggilan ke luar negeri

Biaya Perkara :

D)
)

*IDiisi hanya angka !
Gunakan EEleEELSEWIEVE untuk mengetahui perkiraan biaya

Mahkamah Aacauiina
REPUDIK INQornesia

mahkamohagung.go.id



AANTUAN My ERMABIONAL PEL DOKLWEN
(REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)

DESTRICT COURT
PENGAINCAN NEGERNAGAMA)
HALAMAT PENGADILAN]

Surat

REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE
FOR SERVICE OF PROCESS IN __[NAMA NEGARAL _

Pengantar
ditujukan
Kepada
Panitera MA

Petugas Pengadilan membuat dokumen
standar

Pengadilan dapat memfasilitasi
penerjemahan dokumen dalam bahasa
Inggris atau dengan bahasa di negara
tujuan

Mahkamah Aacauna
REPUDIIK INAoricsia

mahkamaohagung.goid




PENGADILAN AGAMA BADUNG

Nomor 1607/PAN/HM.01.1/7/2018
Nomor : W23.A4/784/HT.01.08/V1/2018

Nomor PKS.168/DIR-5/0718

Kepada

Yth, Panitera Mahkamah Agung
Republik Indonesia

PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

SINNONS

£
e Dokumen dikirimkan ke Panitera

Mahkamah Agung melalui PO BOX 913
JAKARTA PUSAT

* Pada amplop disertakan nomor PKS MA
dan PT POS Indonesia

Tim Panitera MA meneliti kelengkapan
dokumen dan meneruskan kepada Kemlu
Jika tidak lengkap/tidak sesuai maka
Dokumen dikembalikan ke pengadilan

Mahkamah Aacauna
REPUDIIK INAoricsia

mahkamaohagung.goid
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Kementerian Luar Negeri Meneruskan
Surat ke Perwakilan di luar negeri

Kantor Perwakilan Rl di Luar Negeri
menyampaikan surat kepada pihak
sesuai ketentuan negara setempat
Kantor Perwakilan membuat Tanda Bukti
Penerimaan Dokumen (relaas)

Mahkamah Aacuna
REPUDIIK INAoricsia
mahkamaohagung.goid
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Perwakilan di luar negeri menyampaikan
dokumen relaas (Tanda Bukti) ke
Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Meneruskan
Surat ke Panitera Mahkamah Agung
Panitera MA meneruskan ke pengadilan

Mahkamah Aacuna
REPUDIIK INAoricsia
mahkamaohagung.goid
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Q PQF’A] ORY Beranda Dasar Hukum Alur Penyampaian Biaya Mahkamah Agung ~

ROGATORY

ONLINE MONITORING

DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN SOSIAL BUDAYA

o™
-

* Pengadilan dapat memantau proses penanganan
bantuan melalui aplikasi ROM

* http://rogatori.kemlu.go.id




Prosedur: Penerbitan Virtual Account untuk ~
Pembayaran Biaya Penyampaian Relaas ke Luar Negara

* Login ke Aplikasi Direktori Putusan
https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin




* Pilih icon VA Rogatori

= Manual *  Logout

O B
Daftar Putusan Daftar Pengadilan
e -
Laporan Aktifitas Synchronize Excel

DB

administrator

L) = bt
Laporan Periode Laporan Kategori Laporan Tim Laporis#
& e -8 Putus.3g
Laporan VA Laporan VA PK Input VA (HUM) VA Rogatori

Pajak

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan
@2018




e Klik Menu Tambah

l Beranda Pertama Banding Kasasi-PK Umum Antrian Master Pengaturan Laporan Profile Manual Logout

Direktori Putusan - VA Rogatori Online

Daftar Virtual Account yang Telah Dibuat Cek taksiran biaya

No. Nomor Perkara Satker Pihak Permohonan Nomor Virtual
Pemohon Account

1 0184/Pdt.G/2018/PA.kds PA KUDUS Noky Yamamoto Bin Yasuhiro Panggilan ke 8391180731115812 Belum Rp.
Yamato Japan Dibayar 721.000

2 0184/Pdt.G/2018/PA kds PA KUDUS Naoki Yamamoto Bin Yasuhiro Panggilan ke 8391180731012550 Belum Rp.
Yamato Japan Dibayar 721.000

3 0184/Pdt.G/2018/PA.kds PA KUDUS Naoki Yamamoto Bin Yasuhiro Panggilan ke 8391180802111120  Sudah Rp.
Yamato Japan Dibayar 1.000.000

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan
@2018




* |si Form dengan data yang benar, kemudian klik simpan

Pemgatheran Lapor=n Profle Mamnual L sapen ot
administrator

Barand= Banding

Cirektori Putusan - WA Rogatori Online

Form Isian VYWirtual Account

Tang@al Permaohonan -

Mama Pihak :
erh
i
Momor Perkara
Kedudukan Pihak dalam persidamgan {sebapgai):- -
i
Momor Surat -
Megara Tujuamn :
| ]
=1 — Filih Megsra —- -
Jenis Surat
Alamat Email - [ [Ezngai=n - |
=
Jenis Peambayaram -
Momor Telepon - = IF'-a meggilan ke luvar negsri
- Biaya Perkara -
Crokumean Swurat - e I I “iDiisd hanya angka
Sunskan untuk mMmengetahui perkiraamn bisys
[ ] Chooss Fike | Mo file chossn pengirimrean Do ko nmsn

SIMPARN

= Cetak Rekenimg Wirbasl

Data Deaetaill Wirtual Account

Momor Perkars & Cek Transaksi

MNomor Agesnda permohonan
Mama FPemohon
MMomor Wirtual SAcocoauant
Tanggal Expired
ng
@ |

Jumlah Bisys

S=lurm Dibayar

Bitatus Fembaysran




* Lakukan Pembayaran melalui rekening virtual pada bank dan
channel pembayaran yang dipilih




* Print Out Notifikasi Pembayaran disertakan dalam Surat
Pengantar yang disampaikan kepada Panitera MA

Data Detail Virtual Account 8391180802111120

Momor Perkara 0184/Pdt. G/2018/PA kds

Nomor Agenda permohonan W11-A16/ 1947 /HK_.O5/ VII /2018
Mama Pemohon Maocki Yamamoto Bin Yasuhiro Yamato
Momor Virtual Account 8391180802111120

Tanggal Expired 03 Agustus 2018 Jam 23:11:20
Jumlah Biaya Rp. 1.000.000 -

Status Pembayaran Sudah Dibayar

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktorn Putusan
@2018




Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum
(judicial assistance) dari Pengadilan Asing kepada

Pengadilan Indonesia Berdasarkan Perjanjian Kerjasama
antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2019




Ketua Pengadilan menugaskan Jurusita/Jurusita
Pengganti untuk melaksanakan permintaan
bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam
masalah perdata dari pengadilan asing,

Jurusita/jurusita pengganti yang ditugaskan
membuat format tanda terima dokumen
sebagaimana Lampiran Il Perjanjian Kerjasama
antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah
Agung Nomor PR]J/HI/00411/02/2019/55/08 -
Nomor 443 /HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari
2019 tentang Standardisasi Bukti Penerimaan
Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata;

PERADILAN DARI PENGADILAK ASING

LDHH'CIWI.I-DGIL'EHT RECEIFT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM WRIIGJ:

COURT
(BURTT FENERIMAAY DORTMER PERADILAN DARI FENCACIIAN AZRZ]

1, URDEREIGNED BELOW,
[ZAYA, YANG EERTANDA TANCAN DV EAIWAK INT|

HAME (R

FULL ADDRESE (ALAMAT LENGEAF)

QCCUPATION FEEZRJAAN

ON FADA
HEREEY (DENGAN I, )

7L ——
ACENOWLEDGE THE EECEIPT OFJUDICIAL DATE

DOCUMENT: |MENVATARAN JELAR MENERINA [TANGGALY..........
DOKUMER FENCACILAX):

LETTER NUMBER VONCE ZURAT)

FROM CAZ]

CADE NUMEER [DNOR PEREARA|

I¥ LEGAL CASE [DALAY FEREARA HUKUL)
EETWEER [ANTARA) v. [MELATAN

ADRESSED T0  (DITWIKAN  EEPADA)
ADDRESSEE'S/

RECEIVER'S
FULL NAME A¥D
SIGNATURE
[RAMA LENCEAR DAY
TANDA TANGAN
FIHAR TERTUILY
FENERINA)

ADDRE3EEL'S! RECEIVER'Z NOTE (ZATATAK
FIHAK TERTUJU FENERIMAE

EAILIFF'E NOTE [CATATAN JURY 2ITAL

BAILIFF'E FULL
HAME AXD
EIGNATURE

[HALA LENGEAR
DANTARDA

TANGAN JURD
2T




* Pengadilan Asing yang meminta bantuan menanggung seluruh biaya
proses penyampaian dokumen melalui mekanisme penggantian biaya
sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri
dengan Mahkamah Agung Nomor PR]J/HI/00410/02/2019/55/08 -
Nomor 442/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang
Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan
dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing;

* Biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan asing yang dapat
dimintakan penggantian oleh Pengadilan kepada Panitera Mahkamah
Agung meliputi biaya jurusita/jurusita pengganti sesuai Keputusan
Ketua Pengadilan dan biaya penyampaian relaas/tanda bukti
penyampaian dokumen kepada Panitera Mahkamah Agung;




Permintaan penggantian biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan
asing oleh pengadilan Indonesia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

* Surat penagihan penggantian biaya proses penyampaian dokumen ditujukan
kepada Panitera Mahkamah Agung bersamaan dengan pengiriman
relaas/tanda terima dokumen, dengan mencantumkan informasi sebagai
berikut:

* Nomor dan tanggal surat Panitera Mahkamah Agung yang meminta bantuan
penyampaian dokumen pengadilan asing kepada pengadilan Indonesia;

 Nama pengadilan asing, nomor perkara, dan nama pihak berperkara yang
menerima panggilan/pemberitahuan;

e Jumlah biaya yang ditagihkan dan nomor rekening (menyebutkan nama
pemilik dan Bank) untuk menerima pembayaran.




* Panitera Mahkamah Agung akan meneruskan surat

penagihan biaya penggantian tersebut kepada Kementerian
Luar Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada
pengadilan asing melalui Perwakilan Diplomatiknya di

Indonesia.




Prosedur pengiriman relaas/bukti penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 dilakukan menurut mekanisme pada angka 6 Surat Panitera Mahkamah Agung
Nomor 1747 /PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Pembayaran atas jasa layanan PT Pos dilakukan oleh
Kepaniteraan MA

PENGADILAN NEGERI BATAM KELAS 1A~

M. ENGKU HAJ TUA - BATAM CENTRE TELP, (0778) 468828 FAX (0778) 468828, Eamail : prbataen, info@igmall com
KOTA BATAM, PROI®. KEPULAUAN IUAU. Kode Pos: 20461

Surat ditujukan langsung
Pada Amplop Surat kepada Panitera MA
melalui PO BOX 913

Ditulis Nomor PKS MA = | '
dan PT Pos Indonesia & [mg W NG)/ - Jakarta Pusat

0 W97/ | /72018
Nomor PKS.168/DIR-5/0718

PO BOX 913 JAKARTA PUSAT /







AUSTRALIA

Ketentuan :

* Berdasarkan Pasal 131 Uniform Civil Procedure 1999, Queensland,
persyaratan- persyaratan yang harus dilampirkan, yaitu:

1.

2.

Surat Permohonan dari Pengadilan Terkait dan terjemahan bahasa
Inggris (jikalau tidak berbahasa Inggris);

Dua salinan terkait panggilan tersebut untuk disampaikan kepada yang
bersangkutan;

Dua dokumen terjemahan dalam bahasa Inggris;

Dua dokumen yang menerangkan nama, alamat orang yang dituju, jenis
dokumen dan nama pihak yang terkait;

Panggilan sidang selambat-lambatnya disampaikan 4 (empat) bulaxn
sebelum persidangan.




AUSTRIA

Ketentuan :

1. Disampaikan bersama nota diplomatik kepada Kementerian
Luar Negeri Austria untuk diteruskan kepada subyek hukum
Austria melalui instansi pemerintah terkait seperti
Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri.

2. Berkas asli dari pengadilan negara asing kepada penga‘dilan di
Austria dapat disampaikan minimal 4 (empat) bulan sebelum

tenggat waktu yang ditetapkan oleh pengadilan negats

mahkamaohagung.goad



BRAZIL

Ketentuan :

Penyampaian rogatory letter dan dokumen pengadilan dalam bidang perdata dari/kepada negara bukan pihak pada The Hague Convention 1970
dan/atau yang tidak memiliki kerja sama hukum dengan Brazil dalam kerangka bilateral maupun multilateral diatur melalui Keputusan Bersama
Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Brazil (“Portaria Interministerial MRE/M]) No.501/2012 tanggal 21 Maret 2012. Keputusan Bersama
Menlu dan Menkeh Brazil tersebut pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Segala permohonan kerja sama hukum aktif maupun pasif, di bidang pidana maupun perdata, disampaikan oleh negara pemohon melalui jalur
diplomatik.

Kemlu menerima dan meneruskan permohonan dimaksud kepada Kemenkeh.

Kemenkeh mempertimbangkan, memutuskan dan mengkoordinasikan permintaan kerja sama hukum aktif maupun pasif, di bidang pidana maupun
perdata, dari negara asing dengan otoritas hukum dan/atau adiministratif yang terkait.

Rogatory letter harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut: (a) Laporan, pengaduan atau tuntutan awal, sesuai jenis perkara; (b)
Memori penjelasan, (c). Dokumen yang mendasari penerbitan rogatory letter; (d). Terjemahan resmi dari dokumen-dokumen yang disertakan;
(e)Dokumen lain yang dianggap perlu oleh pengadilan pemohon sesuai dengan tindakan hukum yang dimohonkan.

Rogatory letter harus memuat hal-hal sebagai berikut: (i) Nama pengadilan pemohon dan pengadilan termohon; (ii) Alamat pengadilan pemohon,
penjelasan terperinci mengenai tindakan hukum yang dimohonkan; (iii) Tujuan yang ingin dicapai dari tindakan hukum yang dimohonkan.

Dalam hal tindakan hukum yang dimohonkan meliputi interogasi atau pencatatan kesaksian, guna menghindari halangan dalam pelaksanaannya,
rogatory letter perlu memuat hal-hal sebagai berikut: a. Butir-butir pertanyaan yang harus disampaikan oleh pengadilan termohon; b. Penetapan
tanggal pemeriksaan/audiensi dengan tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk perkara pidana, dan 180 (seratus delapan puluh) hari untuk
perkara perdata, t.m.t. tanggal surat.

Dalam hal kerja sama perdata, apabila diperlukan, rogatory letter, juga dapat memuat nama dan alamat lengkap penanggung jawab.p
biaya perkara di tempat perkara diadakan sebagai bentuk pelaksanaan tindakan hukum yang dimohonkan.




CANADA

Ketentuan :

Berdasarkan Circular Note Biro Hukum Kementerian Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan
Kanada (DFATD) No. JLA-1446 tanggal 28 Maret 2014 mengenai Service of Originating Documents in
Judicial and Administrative Proceedings Against the Government of Canada in Other States, adapun
prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kanada,yaitu:

1. Permohonan harus disampaikan dari Kementerian Luar Negeri negara asing tersebut melalui
perwakilannya di Kanada kepada Kementerian Luar Negeri Kanada;

2. Perwakilan asing di Kanada hanya dapat meneruskan dokumen tuntutan hukum dan tidak dapat
menyampaikan tuntutan hukum kepada Pemerintah Kanada;

3. Adanya tenggang waktu minimum 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan bagi suatu negara
untuk mempersiapkan pembelaan atas gugatan hukum yang disampaikan pengadilan negara lain;

4. Diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa nasional Kanada, yaitu Bahasa Inggris atau Bahasa
Perancis;

5. Disampaikan pada Pemerintah Kanada melalui Nota Diplomatik kepada:

Departement of Foreign Affairs, Trade and Development Criminal, security and Diplom
Division (JLA) 125 ssex Drive, Ottawa, ON, K1A 0G2, Canada




Ketentuan :
1.

Peraturan di RRT mewajibkan apabila suatu pengadilan negara asing meminta bantuan dari pengadilan
RRT untuk menyampaikan dokumen peradilan termasuk surat panggilan persidangan yang memiliki
batas waktu, diwajibkan memberikan waktu yang cukup panjang, dalam rangka memastikan dokumen
peradilan yang bersangkutan dapat disampaikan dan diterima sebelum persidangan.

Syarat-syarat pengiriman dokumen pengadilan:
Nama dan alamat lembaga negara asing yang mengeluarkan surat kuasa;

Nama pengadilan RRT yang menerima surat kuasa,apabila namanya kurang jelas, dapat melimpahkan
kuasa kepada pengadilan yang berada di tempat tinggal orang yang menerima kuasa;

Nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat tinggal, serta posisi dalam proses pengadilan orang yang
menerima surat kuasa;

Nama dan jumlah dokumen peradilan yang dilimpahkan kuasa untuk disampaikan;

Surat kuasa dan dokumen peradilan diwajibkan memberikan cap atau tanda tangan dari pengadilan
atau hakim negara asing;

Dokumen pengadilan yang dikirimkan harus melampirkan terjemahannya (authorised translatio
dalam bahasa mandarin.




TIMOR TIMUR

Ketentuan:

1. Timor Leste bukan negara pihak The Hague Convention 1970, oleh karena itu
penanganan rogatory letter dan pemberian bantuan yudisial kepada negara lain dilakukan
dengan mekanisme tersendiri.

2. Terkait dengan mekanisme tersebut, selama ini penanganan terkait isu-isu hukum lintas
negara selalu ditangani oleh National Directorate for Protocol, Legal and Consular Affairs di
bawah Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste. Di dalamArticle 13 2(g) Decree-
Law No. 4/2008, Organizational Structure of the Ministry of Foreign Affairs, Democratic Republic
of Timor Leste IV Constitutional Government juga disebutkan bahwa National Directorate for
Protocol, Legal and Consular Affairstermasuk menangani letters rogatory.

3. Berdasarkan pembicaraan kami dengan counterpart dari Kementerian Luar Negeri dan
Kerjasama Timor-Leste, selama ini rogatory letters ataupun hal-hal terkait dengan permintaan di
bidang hukum dari negara lain selalu diproses terlebih dahulu oleh Kementerian Luar Negeri
dan Kerjasama Timor-Leste sebelum kemudian disampaikan kepada lembaga-lembaga
pemerintahan terkait termasuk kepada pengadilan apabila diperlukan. Diakui bahwa
Pemerintah Timor-Leste memang belum memiliki aturan khusus terkait denga ;
hal-hal semacam ini.




Ketentuan :

1. Estonia merupakan negara Pihak The Hague Convention 1970, namun berdasarkan ketentuan
hukum nasionalnya, permohonan bantuan berupa penyampaian hukum di bidang perdata bagi
negara non-pihak dapat dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (saluran diplomatik).

2. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Estonia mengadopsi regulasi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni
Eropa dan the Council on the service in the Member States of Judicial and Extrajudicial Documents in
Civil or Commercial Matters (Service of Documents) No. 1393/2007. Ketentuan mengenai hal ini
tersedia dalam European Judicial Atlas in Civil Matters.

3. Penyampaian dokumen hukum di bidang perdata merupakan salah satu tugas dari International
Judicial Cooperation of the Ministry of Justice of Estonia.

4. Ketentuan bantuan penyampaian dokumen hukum di bidang perdata kepada otoritas setempat di
Estonia, dapat dilakukan melalui saluran diplomatik, dengan memperhatikan Code of Judicial
Procedure. Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Code of Civil

Procedure p. 306-327 yang dapat diakses melalui website:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504092014001/consolide.




Ketentuan:

* 1. Finlandia merupakan negara Pihak The Hague Convention 1970. Berdasarkan ketentuan nasionalnya, permohonan
bantuan berupa penyampaian hukum di bidang perdata bagi negara non-pihak dapat dilakukan melalui Kementerian
Luar Negeri (saluran diplomatik). Finlandia juga mengadopsi the Hague Convention of 1965 on the Service Abroad of
Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters (Treaty Series 51/1969) yang mengatur bahwa
permohonan bantuan ditujukan kepada Kementerian Hukum Finlandia.

» 2.Sebagai bagian dari Uni Eropa, Finlandia mengadopsi regulasi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa dan the
Council on the service in the Member States of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (Service
of Documents) No. 1393 /2007. Ketentuan mengenai hal ini tersedia dalam European Judicial Atlas in Civil Matters.

* 3. Finlandia telah menandatangani Mutual Legal Assistance in Service and Taking of Evidence dengan negara di kawasan
Nordic, seperti Denmark, Islandia, Norwegia dan Swedia sesuai Treaty Series 26/1975.

* 4. Penyampaian dokumen hukum di bidang perdata merupakan salah satu tugas dari the Finnish Central Authority dan
the International Unit of the Ministry of Justice of Finland. |

* 5. Ketentuan bantuan penyampaian dokumen hukum di bidang perdata kepada otoritas setempat di Finlandia dapat
dilakukan melalui saluran diplomatik, dengan memperhatikan Code of Judicial Procedure. Informasi lebih lanj




Ketentuan :

Dokumen hukum di bidang perdata dari pengadilan asing atau Indonesia yang
dialamatkan kepada subjek hukum (individu/institusi) di Italia disampaikan melalui
saluran diplomatik yakni nota verbal dari perwakilan asing kepada Kemlu Italia dengan
melampirkan dokumen hukum tersebut yang telah diterjemahkan sebelumnya ke
bahasa Italia.

Kemlu Italia c.q. DGIT akan meneruskan permintaan bantuan penyampaian dokumen
hukum di bidang perdata dari perwakilan asing kepada pihak Kementerian Kehakiman.
Selanjutnya, Kementerian Kehakiman Italia meneruskan berkas dokumen hukum
tersebut kepada pihak yudikatif, yakni pengadilan yang membawahi wilayah domisili
subjek hukum sesuai alamat yang tercantum dalam dokumen dimaksud.

Dalam prakteknya, proses dokumen hukum dari negara asing hingga diterima ole

subjek hukum yang bersangkutan di Italia dapat memakan waktu cukug
8 bulan.




Ketentuan :

Berdasarkan Law No. 63 tahun Meiji ke 83 (13 Maret 1905) yang diubah oleh Law No. 7 tahun
Meiji ke 45 (29 Maret 1912) dan Law No. 17 tahun Showa ke 13 (22 Maret 1938), prosedur
yang ditetapkan oleh Pemerintah, yakni :

* Permintaan disampaikan melalui jalur diplomatik;

* Surat permintaan dari pengadilan negeri Indonesia kepada otoritas pengadilan Jepang
berisi permohonan penyampaian panggilan sidang kepada tergugat.

* Materi dokumen hukum yang akan disampaikan ditulis dalam bahasa Jepang atau
melampirkan terjemahan dalam Bahasa Jepang;

* Permintaan penyampaian dokumen harus dibuat secara tertulis dengan menyebutkan
nama, kewarganegaraan, dan domisili atau tempat tinggal dari orang yang dituju;

* Bila surat permintaan dan tambahan dokumen lampiran tidak tertulis dalam bahasa Jepang,
maka harus dilampirkan terjemahan bahasa Jepangnya.

* Suratjaminan dari Pemerintah Indonesia bahwa biaya penerusan dokumen dari
Jepang kepada para pihak tergugat akan ditanggung oleh Pemerintah Indess
harus disebutkan dalam Nota Diplomatik.




MARROCO

Ketentuan :

e Praktik hukum Maroko mengatur bahwa penyampaian
dokumen hukum dilakukan melalui rogatory letter di dalam
kerangka hukum bilateral maupun multilateral. Karena
Indonesia bukanlah pihak dari the Hague Convention 1970,
permohonan untuk penyampaian dokumen dalam perkara
perdata atau bisnis antara Maroko dan Indonesia tidak dapat
dilaksanakan selama belum terdapat perjanjian bilateral terkait

bantuan yudisial.




Ketentuan :

 Harus melampirkan authorized translation dalam bahasa
Inggris.




NEW CALEDONIA

e Ketentuan :

* 1. New Caledonia adalah wilayah/komunitas seberang lautan (Collectivites
d’outre-mer) milik Prancis yang terletak di Pasifik Selatan. Mengingat
kewenangan yudisial masih ditangani Negara dan Prancis adalah negara pihak
dalam The Hague Convention 1970, maka mekanisme penanganan rogatory
letter dan pemberian bantuan yudisial dalam perkara perdata atau bisnis dari
otoritas Indonesia ke New Caledonia dan sebaliknya mengikuti ketentuan dalam
konvensi tersebut.

e 2.Secara teknis, mekanisme penyampaian rogatory letter dari pengadilan di
Indonesia yang menyangkut penduduk New Caledonia (baik WN Prancis atau
WN lain) dapat disampaikan Pemri secara langsung atau melalui KJRI di Noumea

kepada kantor urusan hukum dan pengadilan yang berwenang untuk it




— NORWAY

Ketentuan :

e Saat ini mekanisme yang berlaku di Norwegia bagi pengaturan
penanganan rogatory letters dan penyampaian dokumen hukum
dalam perkara pidana dan perdata bagi negara-negara di luar
perjanjian Hague Convention tahun 1970:

* Pengaturan tentang penanganannya bagi negara-negara yang
tidak memiliki perjanjian kerja sama hukum dengan negara
Norwegia dilakukan melalui jalur diplomatik yang disampaikz
melalui Kementerian Luar Negeri negara terseb

mahkamaohagung.goad



Ketentuan :

Pakistan bukan pihak The Convention on the Taking of Evidence Abroad in
Civil or Commercial Matters 1970.

1. Praktek pengiriman dokumen dimaksud dilaksanakan sesuai dengan
kebiasaan yang berlaku. KBRI menyampaikan dokumen dimaksud
kepada Kementerian Luar Negeri Pakistan disertai dengan nota
diplomatik. Dokumen tersebut diteruskan ke Kementerian Dalam
Negeri Pakistan untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang
berkepentingan.

2. Kemlu Pakistan tidak mengenakan biaya untuk penanganan dokumen
tersebut

3. Jika melalui mekanisme yang ada membutuhkan 2-3 bulag

mahkamohagung.goid



'PANAMA

Ketentuan:

Sehubungan tidak adanya kerjasama bilateral mengenai bantuan di bidang hukum perdata, maka
permintaan bantuan hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan prinsip resiprositas.

* 1. Mengingat Indonesia bukanlah negara pihak The Hague Convention 1961, maka setiap
permintaan bantuan hukum, bantuan penyampaian dokumen hukum bidang perdata atau
bantuan penyampaian surat jaminan, harus disampaikan dengan prinsip hubungan baik dan
dokumen yang hendak disampaikan perlu dilegalisasi sebagaimana mestinya. Panama akan
menindaklanjuti permintaan bantuan tersebut berdasarkan prinsip resiprositas.

e 2.Permintaan bantuan penyampaian tersebut ditujukan kepada otoritas kompeten yang
ditunjuk, yaitu: i) Secretario de la Suprema Corte de Justicia, untuk dokumen yang
diterbitkan/dikeluarkan oleh pengadilan; ii) Direccion de Servicios Administrativos del Ministerio
de Gobierno y Justicia untuk dokumen kenotariatan atau dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan
oleh notaris; dan iii)Departamento de Autentication y Legalizacion del Ministerio de Relacione
Exteriores untuk dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh badan pemerintah p
pemerintah daerah, dan kepolisian.




Ketentuan :

Pada dasarnya permintaan penyampaian dokumen hukum bidang perdata di Filipina
dapat dilakukan melalui 4 cara yaitu: pelayanan melalui register pos internasional
(perlu dimintakan bukti penerimaan dokumen), pelayanan melalui jasa pengacara,
pelayanan secara langsung oleh pengadilan (dijamin oleh The Philippines Rules of
Court ayat 3 bagian 13 dan ayat 17 bagian 14), dan pelayanan melalui publikasi.

Pelayanan dengan menggunakan surat rogatory prosesnya akan memakan waktu yang
sangat lama (lebih dari satu tahun. Dimulai dari permintaan dengan menggunakan
saluran diplomatik dari Kementerian Luar Negeri RI kepada Kementerian Luar Negeri
Filipina (DFA) di Manila lalu diteruskan ke Kementerian Kehakiman, selanjutnya
Kementerian Kehakiman akan memerintahkan dan meminta pengadilan terkait untuk
membalas dan memberikan dokumen sebagaimana yang diminta melalui

surat rogatory dimaksud. Penyiapan dokumen akan memakan waktu lama karena pihak
pengadilan harus berhubungan dengan sumber-sumber terkait dengan kasus
yang diminta, dalam hal ini akan berhubungan dengan perorangan da

terkait lamnya




SAUDI ARABIA

e Ketentuan :

 Semua dokumen dari instansi asing yang akan digunakan di
pengadilan Arab Saudi harus disampaikan oleh perwakilan
asing melalui jalur diplomatik. Dokumen tersebut kemudian
akan diteruskan oleh Kemlu Arab Saudi kepada pihak-pihak

vang berkepentingan.




I e SWITZERLAND

Ketentuan :

1. Berdasarkan ketentuan Federal Office of Justice (FOJ), penyampaian dokumen hukum di bidang Perdata yang ditujukan kepada warga
negara atau badan hukum Swiss harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa resmi Swiss, yaitu Bahasa Jerman, Perancis, atau
Italia. Penerjemahan dokumen ke dalam bahasa resmi Swiss tersebut ditentukan berdasarkan domisili warga negara atau badan hukum
Swiss obyek penerima dokumen hukum dimaksud.

2. Apabila dokumen-dokumen tidak diterjemahkan ke dalam bahasa resmi dimaksud, maka pihak yang berkepentingan berhak
menolak dokumen dimaksud karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Swiss.

3. Swiss menggunakan 4 (empat) bahasa resmi, yaitu Jerman, Perancis, Italia, dan Romansh. Secara administratif, Swiss terdiri dari 26
negara bagian (Canton) yang independen dan menggunakan salah satu bahasa resmi tersebut. Bahasa Jerman digunakan di 17 Canton,
yaitu Aargau, Appenzel Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadz,Basel-Landschaft, Glarus, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
Scaffhausen, Schwyz,Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Zug, dan Zurich. Bahasa Perancis digunakan di 4 (empat) Canton, yaitu Jenewa,
Jura, Neuchatel, dan Vaud. Bahasa Italia digunakan di Canton Ticino. Sementara beberapa Canton menggunakan lebih dari satu bahasa
sebagai bahasa resminya, yaitu Bern, Fribourg, Valais (bahasa Jerman dan Perancis) dan Graubunden (bahasa Jerman,ltalia, dan
Romansh).

4. Penyampaian dokumen hukum oleh perwakilan asing di Swiss harus dilakukan melalui FOJ. Jika dokumen hukum tersebut berupa
panggilan untuk mengikuti sidang di Indonesia, maka dokumen tersebut harus sudah diterima oleh FOJ paling lambat 40 (empat puluh)
hari sebelum tanggal sidang yang telah ditentukan. Jika tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka pihak FOJ akan mengembalikan
dokumen hukum panggilan tersebut kepada perwakilan asing yang memohon.

5. Untuk di negara Liechtenstein, tidak terdapat pengaturan baku yang mengatur penyampaian dokumen dimaksud. Praktik yang
berlangsung hingga saat ini adalah KBRI Bern menyampaikan dokumen hukum di bidanG perdata yang d|tu1ukan kepada warga nega

Avk,l K Cniir: Ainung
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E— THAILAND

Ketentuan :

1. Penyampaian dokumen bidang perdata di Thailand dilakukan oleh Office of Judicial and Legal Affairs, Kantor Peradilan (Office of
the Judiciary) sebagai instansi yang bersifat mandiri dan berperan sebagai koordinator pada Pengadilan Pidana dan Perdata di setiap
tingkatan.

2. Penyampaian dokumen dilakukan melalui 2 (dua) jalur:
* a.]alur diplomatik
* b.Jalur langsung dari kantor pengadilan

Dalam hal ini suatu negara harus memiliki perjanjian bilateral dengan Thailand, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 34
KUHPerdata Thailand.

3. Thailand memiliki perjanjian kerja sama peradilan (Agreement in Judicial Cooperation) dengan 4 (empat) negara, yaitu China,
Spanyol, Australia, dan Indonesia. berdasarkan perjanjian tersebut, Office of Judiciary Thailand dapat mengirim bahan hukum
langsung kepada kantor peradilan di ke-4 negara tersebut tanpa melalui Kementerian Luar Negeri Thailand.

4. Alur penyampaian dokumen hukum dimaksud adalah:
* a.Pengadilan

*  b. Office of Judiciary Thailand

* c. Kantor Peradilan di Luar Negeri

* d. Subjek Hukum yang dituju
e. Jangka waktu penyampaian hingga mendapatkan balasan dengan cara ini bia



Ketentuan :

1. Inggris merupakan negara pihak pada The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (the Hague
Convention 1970), yang mengatur mekanisme penanganan rogatory letter dan pemberian bantuan yudisial dalam perkara perdata dari
otoritas hukum suatu negara ke negara lain. Namun demikian, mengingat Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi

dimaksud, pengaturan penanganan rogatory letter dan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata lainnya dari
Indonesia dilakukan melalui jalur diplomatik dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Inggris.

2. Bantuan penanganan dokumen hukum masalah perdata kepada individu ataupun organisasi, termasuk kepada otoritas hukum, di
Inggris dilakukan oleh bagian Layanan Premium Kantor Legalisasi FCO, dengan prosedur yaitu:

a. KBRI dapat menyampaikan dokumen hukum dimaksud kepada Layanan Premium Kantor Legalisasi FCO dalam 2 rangkap (identical
copies) dengan dilampirkan terjemahan dalam bahasa Inggris (jika dokumen asli tidak dalam bahasa Inggris)

b. Penyampaian dokumen hukum dimaksud disertai dengan surat pengantar dalam bentuk nota diplomatik (nota verbal) dari KBRI yang
menyatakan permintaan bantuan penanganan dokumen dan menyebutkan nama serta alamat individu atau organisasi yang dituju
secara jelas.

c. Permintaan bantuan penanganan dokumen hukum dimaksud akan diteruskan kepada pihak berwenang terkait di Inggris oleh Kantor
Legalisasi FCO.

d. Setelah didapat konfirmasi penanganan lebih lanjut, termasuk dalam hal pihak berwenang terkait tidak dapat menindaklanjuti
permintaan tersebut, Kantor Legalisasi FCO akan meneruskan konfirmasi dimaksud kepada KBRI.

e. Pada umumnya, bantuan penanganan dokumen hukum perdata di Inggris tidak dikenakan biaya.




UNITES STATES OF AMERICA

Ketentuan :

1. Bagi negara-negara yang bukan menjadi pihak dalam the Hague Convention 1970, penyampaian dokumen hukum kepada pengadilan di Amerika hanya
dapat disampaikan melalui Kantor Bantuan Hukum Internasional (Office of International Judicial Assistance/OlJA) Kementerian Hukum AS selaku Central
Authority dengan saluran diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri AS.

2. Permohonan disampaikan dengan menggunakan format Letter of Request.

3. Kemlu AS meneruskan kepada OlJA yang selanjutnya OIJA mengkaji apakah Surat Permintaan tersebut dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan hukum
di AS atau tidak.

4. Surat Permintaan harus menyatakan secara jelas bukti yang diminta dan dari siapa. Jika bukti kesaksian yang diperlukan, otoritas hukum yang
mengajukan surat permintaan harus menyampaikan daftar pertanyaan yang akan diajukan atau rincian pertanyaan dari permasalahan yang akan
diperkarakan.

5. Permintaan yang tidak lengkap atau belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris akan dikembalikan tanpa ditindaklanjuti.

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan 26 the Hague Convention, OlJA akan meminta penggantian biaya-biaya tertentu yang timbul dari
pelaksanaan Surat Permintaan seperti biaya atau tarif stenographer.

7. OlJA akan merujuk Surat Permintaan yang telah memenuhi syarat ke kantor Kejaksaan terkait di AS sesuai dengan wilayah yurisdiksi atas saksi yang
diidentifikasi dalam Surat Permintaan dimaksud.

8. Jika saksi memberikan bukti yang diminta secara sukarela, maka Surat Permintaan dapat segera dieksekusi. Tetapi apabila saksi harus dipaksa untuk
memberikan bukti yang diminta, maka Assistant US Attorney/AUSA yang ditugaskan harus memulai proses peradilan di AS yang dapat menunda
pelaksanaan Surat Permintaan.

9. Penyampaian Surat Permintaan disarankan tidak disampaikan lebih dari sekali. Otoritas pengadilan negara asal dapat meminta perkembangan status
Surat Permintaan dengan menghubungi email: OlJA@usdoj.gov. dalam kaitan ini, pengadilan negara pemohon dapat menyampaikan perkembangan dan
pertanyaan terkait melalui email. Selain itu, notifikasi juga dapat disampaikan kepada OIJA dalam hal adanya perkembangan atau perubahan dari Surat
Permintaan yang disampaikan sebelumnya, termasuk jika bukti hukum yang diminta tidak lagi diperlukan.



mailto:OIJA@usdoj.gov

) ¢ VIETNAM

Ketentuan :

1. Sesuai dengan ketentuan hukum Vietnam, yaitu Pasal 350 Prosedur Hukum Perdata 2004,
dokumen - dokumen perdata yang memerlukan pengakuan dan pelaksanaan hukuman di
Vietnam, keputusan perdata pengadilan asing atau keputusan hakim asing harus diteruskan
ke Kementerian Kehakiman Vietnam.

2. Sesuai dengan Pasal 10 dari Undang-Undang Mutual Legal Assistance 2007 di Vietnam,
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mutual legal assistance dalam masalah perdata
seperti pemanggilan saksi, penyediaan bukti serta permintaan lain untuk mutual legal
assistance mengenai masalah perdata, juga harus diteruskan kepada Kementerian
Kehakiman Vietnam.

3. Jenis-jenis dokumen tertentu di luar ketentuan di atas yang ingin disampaikan ke institusi
hukum di Vietnam, dapat menghubungi Departemen Konsuler Kemlu Vietnam sehingga
hukum Vietnam akan diterapkan sesuai dengan masing-masing kasus tertentu. [an]




BEBERAPA TEMUAN

BANTUAN PENYAMPAIAN DOKUMEN YANG TIDAK SESUAI
PROSEDUR




SURAT PENGANTAR TIDAK DITUJUKAN

KEPADA PANITERA MAHKAMAH AGUNG
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Dokumen yang dilampirkan (Surat Gugatan) tidak diterjemahkan ¥
ke dalam Bahasa Inggris, sedangkan Surat Pengantar kepada ok
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o Tidak Menggunakan Form Standar
~ PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

INTERNASIONAL (Temuan paling banyak)

* Keliru menggunakan form standar. Surat
yang dikirim adalah Bantuan Penyampaian

Panggilan tetapi menggunakan form surat
rogatori
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Tidak Menyertakan Bukti Setoran Biaya Penyampaian Dokumen
menggunakan Virtual Account atau Dikirim tidak menggunakan
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Tenggang Waktu pelaksanaan persidangan
dengan pengiriman dokumen terlalu sedikit

Silakan pilih negara : Australia

PERHATIKAN KETENTUAN
Ketentuan : TENGGANG WAKTU DI
Berdasarkan Pasal 131 Uniform Civil Procedure 1999, Queensland, persyaratan- persyaratan yang harus dilampirkan, yaitu: M AS I N G - M AS I N G N E G ARA

1. Surat Permohonan dari Pengadilan Terkait dan terjemahan bahasa Inggris (jikalau tidak berbahasa Inggris);
2. Dua salinan terkait panggilan tersebut untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

3. Dua dokumen terjemahan dalam bahasa Inggris;

4. Dua dokumen yang menerangkan nama, alamat orang yang dituju, jenis dokumen dan nama pihak yang terkait;
5. Panggilan sidang selambat-lambatnya disampaikan 4 (empat) bulan sebelum persidangan.

6. Pihak Australia Barat memperbolehkan pengiriman secara langsung ke pihak tertuju.




Pengiriman Surat/Dokumen tidak menggunakan
alamat PO BOX

Kepada Yth

Panitera Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara
9-13 Jakarta Pusat 10010
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